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. ABSTRACT

= Licensing is one of several problems refated business in Indonesia. There are three generally probems of
... ficensing for business namely: complicated procedure, costly, and uncertenty. Based on concern fo the
problems, this empirical legal research was carried out in Kabupaten Steman. This research aims to

- know licensing procedure, bureaucracy reform, and problem inventarisation related within, From infor-

- mants the data were collected through interview, observation, and document, and then they were analysed
- qualitatively. The research result indicated that in stage ficense procedure, which the power distributed
- to several department not efficient, One stop service department not efective to simplify procedure,
- because it is_just like a front office for recieving requests and giving the license result, Several related
depan‘ments have no standard operating procedure, so far caused the people need more time for get a
license, :

f(ey~wbrds: ficense, business activity, govermental policy

ABSTRAKSI

Perizinan merupakan salah satu dari beberapa persoalan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Secara
umum ada tiga persoalan berkait dengan izin untuk kegiatan usaha yaitu: prosedur yang berbelit, tingginya
biaya, dan ketidakpastian hukum. Berangkat dari keprihatinan terhadap ha! tersebut penelitian hukum
empiris ini dilakukan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai
prosedur perizinan, pembaharuan birokrasi, dan inventarisasi permasalahan yang terkait di dalamnya.
Data dikumpulkan dari nara sumber dengan menggunakan cara interview, pengamatan, dan penelitian
dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur
perizinan bertahap di mana di dalamnya ada pembagian kewenangan dalam beberapa dinas, merupakan
sesuatu yang tidak efisien. Adanya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap tidak menjadi jawaban efektif
untuk menyederhanakan prosedur, karena hanya berfungsi seperti loket penerima permohonan dan
menverabkan izin yang dikabulkan. Beberapa instansi terlait tidak dilengkani standar operating nrosedur,

yang menyebabkan begitu lamanya waktu yang diperlukan masyarakat untuk memperoleh sebuah izin.

¥ata kunci: izin, kegiatan usaha, kebijakan pemerintahan.
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L PENDAHULUAN =

_ . Dalam suatu negara_ yang _emokratls;'
e berlaky ketentuan bahwa 1
. tintah dalam sejumlah bentuk elalu terbata52 .
S din mana kewenangan tersebut dilaksanakan,
. o!eh badan-badan yang dibentuk secara'-'-'- :
" "demokratis. Beberapa sarana yang digunakan
- _;pemermtah dalam pelaksanaan tugasnya
h _:ter_sebut antara lain melslui mekanisme

~perizinan, subsidi, dan juga keputusan-

- _"keputusan individual. Dalam hal ini salah satu
mstrumen yang banyak digunakan pemermtah

: 'adalah melalui izin. . .
Banyaknya keluhan masyarakat bahwa
perlzman senngkail menjadi sebuah'mata rantat
kegzatan yang memeriukan b:aya tmgg; dan
proses panjang, kiranya. perlu mendapatkan
perhatian. Bahkan menurut kepala BKPM
Muhammad Lutfi, masalah perizinan memang
bisa dikatakan menjadi momok. Oleh karenanya
~pihaknya bertekad untuk mereformasi gaya
perizinan yang berbelit-belit dan berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004
BKPM merupakan pelopor . penzman satu atap

untuk masalah investasi. 3

-Menurut Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Kepp._res No. 29 tahun 2004 Tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing dan Pe-
nanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem
Pelayanan Satu Atap, Pelayanan persetujuan,

:::‘Depaztemen yang mem%mna bsdang bldang usaha
i‘.-jpenanaman modal yang bersangkutan melaiu:_
_Ssstem pelayanan satu atap. Gubernur/. Bupatl/ .
§ Wahkota sesuan dengan kewenaﬂgannya dapat
o '.melampahkan ‘kewenangan pelayanan ; per—

setu;uan, peﬂzman dan fasilitas penanaman

““modal sebagaimana dimaksud kepada BKPM

melalui sistem pelayanan satu atap. .
Apa yang sebenarnya urgen di dalam
perizinan itu, jangan sampai menijadi terdistdfsi
dengan kepentingan lain, seperti mdtii)é's?
pendapatan daerah. Kalau di dalam perzzman

tertentu dlbenarkan untuk dikenakan pungutan

berupa retribusi, maka *hat tersebut buk_a__n.
menjadi hal yang diutamakan untuk sekedar

'mendapatkan uang bagi pemasukan kas_

daerah apalagi menjadi tujuan.

Berangkat dari latar belakang. yang
demikian maka penelitian ini dilakukan.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman
dengan berbagai pertimbangan. Di antara
pertimbangan-pertimbangan tersebut, adalah
karena Kabupaten Sleman .mernpunyai_;é'rt_i
strategis dalam konteks DI Yogyakarta.'}iial
tersebut disebabkan karena letaknya dan
kondisi wilavahnya. Kabupaten Sleman
merupakan salah satu Kabupaten yang ada_i di
wilayah DI Yogyakarta yang mengalami
nertumbuhan yang begitu pesat. Banyaknya
kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat
di Kabupaten Sleman, merupakan salah satu

perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam
rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh
BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan
dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non

konsekuensi dari pertumbuhan tersehut. Pada
tehun 2005 misalnya, di Kabupaten Sleman
telah masuk sembilan Perusahaan Penanaman
Modal Asing vang melakukan kegiatan usaha
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di berb'éga'i bidang baik perdagangan dan jasa,
- tiga unit: dl bidang industri, dan ada vang
ergerak di bidang penelitian.® Hal ini tentu
merupa&ah berita yang menggembirakan,
._._-s_ebab._da[am beberapa tahun terakhir ini, yakni
- kala 'u_'m:_elll_ihat data yang tergambar sejak tahun
i S2001, diéinyalir terjadi Deindustrialisasi di
_ _"-'-".'_Wilayah DI Yogyakarta, di mana terjadi

penurunan absoiute dalam aktivitas industi
~.manufaktur. Disinyalir bahwa terjadinya

:_-'--klasfk:ya_k_ni pemasaran, permodalan, dan bahan
-+ baku. '-'Di ‘samping memang sebenarnya juga
: d]pengaruhl oleh sikap mental pengusaha yang
i L puas dengan hasil yang telah mereka capai.’
“Dalam kaitan dengan investasi selama ini in-
. vestor yang hendak memulai usaha di Ka-
- bupaten Sleman biasanya mengurus lebih dari
ftlga perlzman & Kabupaten Sleman juga
merupakan salah satu kabupaten, yang
-beme;—ihtah_daerahnya begitu gigih melakukan
' pembenahan ke dalam, untuk memperbaiki
o blmkras;nya terbukti dengan adanya upaya
- _perbatkan Kkinerja birokrasi yang dilakukan
“gdlengan menggunakan sistem reward and pun-
ishment,

Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa
hal berkait dengan masalah perizinan khusus-
nya bagi dunia usaha. Bahasan tersebut

 difokuskan pada permasalahan : Bagaimana
mekanisme pengurusan perizinan, khususnya

- : d@nduétrj?lisasi dipicu oleh berbagai masalah

usaha? Hambatan-hambatan dan permasalahan
apa yang dirasakan dalam penanganan masalah
perizinan tersebut?. . s
IL METODOLOGIPENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,
vakni merupakan suatu penelitian yang
ditakukan untuk menggambarkan tentang
sesuatu keadaan di tempat tertentu dan pada
saat tertentu penelitian dilakukan. Dalam hal
ini mengenai pengaturan perizinan, mekanisme
perizinan serta penataan terhadap birokrasi
yang menangani perizinan, sekaligus mencari
alternatif pemecahan permasalahan yang
terkait di dalamnya. '

. Penelitian dilakukan di wilayah Kabu-
paten Sleman. Seperti diketahui dalam konteks
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten
Sleman dapat dikatakan sebagai kabupaten
yang sangat strategis, baik dari sisi letak
geografisnya maupun juga dari sisi kondisi
daerahnya. Sefain dekat dan berbatasan
fangsung dengan wilayah Kota, juga sekaligus
Kabupaten Sleman mempunyal peranan yang
cukup penting bagi kegiatan dan eksistensi DIY
secara keseluruhan. Aktivitas dan kegiatan
usaha yang dilakukan oleh masyarakat cukup
banyak dilakukan di sini, yang mau tidak mau
juga akan banyak mendorong campur tangan
dari pihak pemerintah, termasuk melalui
perizinan

dalam Kaltannya dengan kegiatan usaha?
Bagaimana upaya penataan birokrasi peme-
rintah vang melakukan penanganan di bidang
perizinan, kizususnya berkait dengan kegiatan

Penelitian dilakukan dengan meneliti
bahan-bahan pustaka yang relevan, vang
berupa buku, peraturan perundang-undangan,
dokumen tertulis, yang mempunyai relevansi
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:.'dengan masafah yang daangkat Di sampmg itu

'-'}uga dilakukan penehtlan terhadap dataempiris .. -

* " yang diperoleh dari lapangan." “Penelitian
: iapangan dzlakukan dengan menggunakan me- o
- dia kuesioner maupun wawancara. dengan para"' 3

 . responden yang chpandang mempunyal
' mformasn dan mampu member:kan informasi

3 _--ba__r_l_(altan _denga_n data yang d;te]lt_a dan dari para
: h_éa_réa_ sumber. Dalam hal ini nara‘sumber yang

. diharapka’ré dapét -Enemb@rikan informasi yang

~ penting berkait dengan masalah penehttan

o tersebut mel:putr Pejabati pada Sekretariat

Kabupat_en, Pejabat bidang perindustrian pada
Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian,
Koperasi.dan Penanaman Modal (P2KPM};
Pejabat bidang perdagangan pada Kantor Dinas
Perdaga'ngan Perindustrian , 'Koperas] dan
Penanaman Modal (P2KPM); Pejabat pada
KPPD (Kantor Pengendalian Pertanahan
Daerah); Pejabat pada KPDL (Kantor Pengendali
Dampak Lingkungan) Pejabat pada Sub Dinas
Cipta Karya (Dinas Kimpraswil); Pejabat pada
Sub Dinas Ketenteraman dan Ketertiban; dan
Pejabat pada UPTPSA (Unit Pelayanan Terpadu
Perizinan Satu Atap).

Data yang diperoleh dari penelitian ini
dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang
dilakukan dengan memahami dan merangkai
semua data yang telah terkumpul secara
sistematis sehingga didapat suatu gambaran
mengenal masalah/ keadaan yang diteliti.

__dengan penanganan perizinan berkalt denc a_n_
keglatan usaha yang- d[iakukan oleh’ mas a~:
* rakat, untuk kemudian dihubungkan dengan‘

untuk kemudian menilaf suatu kejadlan yang

-umum 8.Dalam hal-ini berangkat dari fakta

empiris yang ter;adn di. Iapangan sehubungan'

ketentuan normatif sebagaimana diatur dt_
dalam peraturan perundang undangan yang
berfaku. : 5

A, HASIL PENELITIAN S
A. Tinjauan Umum Terhadap Izin =
Pemerintah menggunakan izin sebagai

sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah

laku para warga. Menurut Spelt dan Ten Berge,
izin adaiah suatu persetujuan dari penguasé
berdasarkan Undang-Undang atau peraturan
pemerintah, untuk dalam keadaan terten_tu
menyimpang dari ketentuan larangan pér-
undang-undangan.® Sementara itu Ridwan HR,
dengan merangkum serangkaian pendapat para
sarjana menyimpulkan bahwa izin adalah
perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan
peraturan perundang-undangan unfuk diterép—-
kan pada peristiwa konkret menurut prosedur
dan persyaratan tertentu.'® Dengan mendasar-
kan pengertian seperti itu, maka unsur dalam
perizinan meliputi instrument yuridis, peraturan
perundang-undangan, organ pemerintah,
peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan.
Sebagai sebuah keputusan yang dikeluar-

Sementara untuk pengambilan kesimpulan
dilakukan dengan menggunakan metode
berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang
berawal dari pengetahuan yang sifatnya khusus

kan oleh pemerintah, maka izin dapat diguna-
kan untuk tujuan-tujuan tertentu berupa
keinginan untuk mengarahkan {mengendalikan)
aldivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi
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-'::_'5-;:.':Hngixu_r{gari, keinginan melindung obyek-obyek

'_'..tertéh_tu;éhgswdak membagi benda-benda yang
's_edikiﬁ}:;:déhfjuga dapat ditujukan untuk peng-
*-'araha"_n',’:fd__a_ngan menyeleksi orang-orang dan

© akiivitas-aktivitas tertentu.

i 'S_g_p_'eri:i diketahui dari luas wilayah yang
~begitu-besar, jumiah penduduk yang begitu
banyak, maka pemekaran daerah dilakukan.
- Wilayah- Indonesia yang ada sekarang terbagi
ke dalam 323 provinsi, dan lebih dari 400
kabupat_en kota. Sebagai konsekuensi dari asas
" desentralisasi, maka berbagai urusan peme-
 rintahan diserahkan ke daerah menjadi urusan
-pemeriniah daerah. Penyerahan kewenangan
dalam :kerangka desentralisasi tersebut
_dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan
efisiensi dan efektivitas penanganan masalah,
optimalisasi -peran lokal, sekaligus akomodasi
terhadap keanekaragaman daerah. Dengan
kenyataan vang demikian maka penanganan
terhadap masalah perizinan pun juga menjadi
salah satu ya ng didistribusi, tidak hanya menjadi
kewenangan pemerintah pusat akan tetapi juga
menjadi kewenangan pemerintah daerah,

B. Izin Dalam Kaitan Kegiatan
Uszha
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, pemerintah yang sedang mem-
bangun memiliki beberapa fungsi yakni:'?
Memimpin warga masvarakat (feading);

Mengkoordinasi kegiatan (coordinating);
Memberi kesempatan dan kemudahan (/acilitar-
fig); Memantau dan menilai (evaluating);
Mengawasi (controlfing); Menunjang/ men-
dukung (supporting); Membina (developing);
Melayani (servicing); Mendorong (motivating);
dan Melindungi ( protecting).

Dalam rangka pencapaian tujuan ter-
sebut pemerintah membuat perencanaan (/ef
plan) baik untuk jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang. Perencanaan
yang dibuat oleh pemerintah tersebut seringkali
digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan
masyarakat maupun pemerintah sendiri.
Instrumen yang digunakan oleh pemeriniah
untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan masya-
rakat seperti itu antara lain menggunakan
sarana perizinan.

Melalui izin dapat pula pemerintah
mengendalikan dan mengontrol kegiatan
masyarakat. Hal seperti itu misatnya nampak
dalam ha! anggota masyarakat sebagai
pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar
ulang ataupun mengajukan perpanjangan
izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam
hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau
perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula
dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila
kegiatan itu memberikan dampak positif bagi
masyarakat di sekitarnya maupun bagi
pemerintah sendiri, atau setidak-tidaknya tidak

Mengemudikan pemerintahan (governing);
Memberi petunjulk {instructing); Menghimpun
potensi {gatsering); Menggerakkan potensi (ac-
tuating); Memberikan Arah (directing);

menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi
pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftar-
an dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk
diperhatikan, mengingat datam Hukum Ekonomi
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' .'_-._.sendirl menurut Sri.Rejeki -asas pengawasan'

o publik: dan asas campur. tangan terhadap keg:atan

[ ;_' :e_konomr merupakan bagian darn asas utama darl
o Hukum Ekonomi B

e -_-;Izm dapat dtpandang sebagaz pedoman
dan sekahgus jamman bagl kegaatan usaha

o .-mereka Masafah perizinan ‘dewasa ini sering
B _3d|keEuhkan oteh masyarakat luas. Tak jarang

B terdengar keluhan para investoryang mengata-
o kan rumit dan panjangnya proses. pengurusan
penzman Hal yang seperti itu tentu perlu
3"'.*d:antr51pa31 antara fain dengan mengadakan
: koordma51 dengan instansi~-instansi terkait,
: sehmgga blrokrasr birokrasi yang tidak begitu
"_'pen_tmg dapat ditiadakan untuk kemudian
 disatukan dalam bagian lainnya. Memang ada
- yang memandang izin sebenarnya dapat

e dzkatakan sebagai sebuah insentif bagi kegiatan

'-"usaha di mana dengan adanya berbagai
kemud_ahan untuk pengurusan perizinan maka
. 'akan_memberikan rangsangan bagi pengusaha
untuk memulai investasi. Akan tetapi sebenar-
‘nya.mengenai insentif itu sendiri tidak
'- sélamanya mendesak bagi dunia usaha.'
~Mereka vang berpandangan bahwa insentif bagi
dunia usaha tidak selamanya diperiukan,
melihat bahwa di dalam setiap usahawan selalu
sudah tertanam bibit jiwa usaha (entreprensur-
sh/p)

Untuk masatah penzman sendiri k:ranya

terlalu panjang, dan sekahgus dapat dlgunakan
sebagai pegangan sehingga ada kepastian
usaha. Izin yang telah dipegang itu diharapkan
dapat digunakan sebagai senjata (pengaman)

apabita ada. rintangan usaha berkait den'gan
berbagai hal misalnya tuntutan dari pemenntah

~ .daerah, ‘Klaim-pihak ke-3 dan seoagaanya_

Dengan:demikian dari pihak yang berwenang
mengeluarkan izin dituntut adanya tanggung
jawab khususnya terhadap keputusan berupa
izin yang telah dikeluarkannya. Pemegang izin
baru dapat dituntut apabila melakukah
pelanggaran dan penyimpangan dalam ke-
giatanya tidak seperti yang diizinkan. Izin tidak
begitu saja mudahnya untuk dicabut, kecuali
ada pelanggaran dalam penggunaanya. Uniuk
itu dalam proses penerbitan izin, senantiasa
aparatur pemerintah yang menangani per--
mohonan, mesti harus hati-hati dan cermat.
Perizinan yang digunakan oleh peme-
rintah sebagai instrument mengintervensi
kegiatan masyarakat, dilaksanakan- oleh
sejumlzh instansi yang terkait. Dalam rangka
penanganan kegiatan usaha, maka yang selama
ini banyak diberikan peran adalah Departemen
Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Di
dalam proses mewujudkan visi pembangunan
industri dan perdagangan, Departemen
Parindustrian dan Departemen Perdagangan
mengemban misi meningkatkan kegiatan
industri dan perdagangan barang serta jasa
vang ditunjang oleh penciptaan iklim bisnis yang
kondusif untuk mempercepat iaju pertumbuhan
akonomi nasnonal yang berkelanjutan dan

kan aspek otonomi daerah persaingan sehat
perlindungan konsumen, dan pemberdayaan
sistern ekonomi kerakyatan.™

Untuk mefekukan kegiatan usaha di bidang
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; perindQStri__an, maka pelaku kegiatan usaha mesti
. mendapatkan Izin Usaha Industri. Akan tetapi
_'}.;'k_egia__tﬁ:—_wr}'_u_s_:_a'ha tidak selalu dalam bidang industri,
:.;-'a:pa]ag"i'.'f'__c,'é"n_"aata-mata dalam hubungannya
enga'nim'a_nufaktur vang memproduksi sesuatu,
.i.;-_melaihk'a'h_'ﬁjuga dalam hubungarnya dengan
o .:;__ '_:'masalaﬁ'_-p_é'fdagangan. Untuk mendapatkan Izin
i ‘Usaha I_hduétri pun juga disyaratkan adanya jenis
*izin-izin yang lain. Yang diperiukan sebagai
R "-:_::_.'persyar_at;:a:'n'daiam pengajuan permohonan izin
" Usaha Industri, misalnya Izin Mendirikan
- Bangunan, 1zin Lokasi, Izin Gangguan, dan juga
AMDAL/UKL/UPL. Sementara itu untuk kegiatan
-'_:usaha sendiri, memang dibedakan ke dalam
ﬁ"_'_berbagai_jénis usaha yang diizinkan.

€. Mekanisme Perizinan Dalam
Kaitan dengan Kegiatan Usaha
“di Kabupaten Sleman
Dalam kaitan dengan perizinan di bidang
usaha, terdapat berbagai jenis izin yang
Kewenangannya secara teknis tersebar pada

iilald i [i}S]

berbagai instansi. Di Kabupaten Sleman terdapat
lebih dari 70 jenis perizinan yang kewenangan
penangananya didistribusi baik melalui UPTPSA
{Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap),
maupun langsung ke instansi telnis.

Untuk pengurusan izin, dilakukan secara
bertahap karena sebagian izin ada yang menjadi
prasyarat bagi izin yang lain. Demikian pula ada
izin tertentu, yang memerlukan adanya
rekomendasi dari berbagai instansi yang secara
teknis membidangi suatu permasalzhan
tertentu sebelum dikeluarkan, Dengan demikian
mau tidak mau proses penerbitan izin juga
sangat dipengaruhi oleh bagaimana reko-
mendasi tersebut, apakah mendukung per-
mohonan izin atau justru sebaliknya tidak
mendukung adanya izin.

Berkait dengan berbagai perizinan yang
ada di Kabupaten Sleman, khususnya yang ada
kaitannya dengan kegiatan usaha, berikut ini
gambaran umum mengenai jenis-jenis izin
beserta tahapan perizinan yang harus dilafui:

BAGAN ALUR PENTAHAPAN PELAYANAN PERIZINAN

NG JENIS PERIZINAN TAHAP I TAHAP II| TAHAP III TAHAP AKHIR
1 | BPPD IPPT

2 . Dinas Kimpraswil IPPT IMB

3 | Dinas Pol PP & Tibmas | IPPT M8 Izin Gangguan

4 | Dinas P2KPM IPPT IMB Izin GanggLlan

5 | Dinas P2KPM Tanda Daftar Gudang
5 | Dinas P2KPM IPPT IMB Izin Gangguan | Tanda Daftar Industr

7 ¢ Dinas PZKPM iPPT IMB Izin Gangguan | Izin Usaha Perdagangan
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MO JENIS PERIZINAN | TAHAP.T | TAHAP IT| "TAHAP III | TAMAP AKHIR
--Dihés_P2KPM ik ~—- P T e s ~Wajib Daftar Perusahaan’
) | Dinas Kimpraswilhub . | IPPT bagi | =~ T e
e _ ' '_.;j.erx:jma'hah —- — Izin Reklame
1510 -D_ina's_Kimpr_aswi_l_hu_b DIPPT oo IMB - Izin Gangguan-| Izin Usaha Angkutan. ‘i
1411} Dinas Kimpraswilhub .+ 1. IPPT IMB Jzin Gangguan { Izin Usaha Jasa Konstruksi:
12 Dinas Kimpraswithub - — =2 = Izin Trayek i
1 :13.| Dinas-Kimpraswithub . *| IPPT IMB Tzin Gangguan | Izin Pengelolaan Parkir
14 | Dinas Kesehatan IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Apotik
4| =15 | Dinas Kesehatan IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Balai Pengobatan
| .16 | Dinas Kesshatan IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Praktek Bidan
17:| Dinas -Kesehatan IPPT - 1MB 1zin Gangguan | lzin Praktek Dokter Umu_m',
_- 4 . Gigi, dan Spesialis. '
18 | Dinas Kesehatan 1 IPPT IMB Izin Gangguan { Izin Praktek Berkelompok
Dokter Umum dan
Dokter Gigi
1% | Dinas Kesehatan SLIPPT o IMB Izin Gangguan | Izin Praktek Berkelompok
Dokter Spesialis dan
Dokter Gigi spesialis
20 | Dinas Kesehatan IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Praktek Perawat
21 | Dinas Kesehatan IPPT IMB {zin Gangguan | Izin Laboratorium Kesehatan
22 | Dinas Kesehatan IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Rumah Bersalin
23 | Dinas Kesehatan IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Optikal
24 | Dinas Kesehatan IPPT M5 Izin Gangquan | Izin Laboraterium Optikal
25 | Dinas Kesehatan IPPT B Izin Gangguan i Izin Penyelenggaraan
' Rumah Salkit
26 | Dinas Kesehatan IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Toko Obat
27 | Dinas Kesehatan IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Sarana Pelayanan
Fisioterapis
Z8TINGS KEsenatEn TPPT TMB TZh Gangguzan | 1z BRIA
29 | Dinas P3BA e — — Izin Pertambangan Daerah
Eksplorasi
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30, Dinas P3BA e — - Izin Pertambangan Daerah
| e Eksploitas
3% '_bi'n_a”s P3BA 1PPT IMB Izin Gangguan | Izin Pertambangan Daerah
B L Per;go%ahan/ Pemurnian
32 Dinés'P3BA IPPT IMB Izin Gangguan Tzin 'Pertambangan Daerah
o Penjualan
33 Dinas P3BA e — — Izin Pertambangan Daerah
Partambangan Rakyat
34 | Dinas P3BA —- e —- [zin Juru Bor
35 | Dinas P3BA — — —- Izin Pengambilan Alr Bawah
Tanah
36 : Dinas P3BA IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Penurapan Mata Air
37 { Dinas P3BA —- s A I1zin Usaha Perusahaan
Pengeboran
38! Dinas P3BA —_ — — Izin Pengeboran Air Tanah
39 | Dinas P3BA — et —- izin Pengambilan Air Bawah
Tanah dari Sumur Gali,
Pantek & Mata Air
40 ] Dinas P3BA IPPT 1MB Izin Gangguan | Izin Depot Lokal
41| Dinas P3BA IPPT IMB 1zin Gangguan | Izin SPBU
42 | Dinas P3BA IPPT IMB Izin Gangguan | Izin SPBU Mini
43 | Dinas P3BA IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Agen Minyak Tanah
44 | Dinas P3BA IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Pangkalan Minyak Tanah
45 1 Dinas P3BA IPPT M8 Izin Gangguan | Izin Agen Elpii
46 | Dinas P3BA IPPT ImMB Izin Gangguan | Izin Pengumpulan dan
Penyaluran
47 | Dinas P3BA IPET iMB izin Gangguan | Izin Pengelolaan dan
Perigancgkutan Bulk Elpiji
48 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT VB Izin Ganaguan | Izin Usha Hotel dg Tanda
Bunga Meiati
49 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT MB Izin Gangguan | Izin Usaha Pondok Wisata
50 ¢ Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Usaha Rumah Makan
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51 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Tzin Gangguan | ‘Izin Usaha Restoran - '

52 | Din Kebud & Pariwisata [ IPPT ~ | IMB Izin Gangguan | Izin Usaha Rekreasi dan. -

53| Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Izin Gangguan : Izin Usaha Informasi Wisata

54 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Izin Gangguen | Izin Usha Parkemahan

. . . Remaja

55 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Uszha Penginapan
Remaja

56 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Mandala Wisata

57 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Izin Gangguan ¢ Izin 3asa Biro/ Cabang Biro
Perjalanan Wisata/ Agen
Perjalanan Wisata

58 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Pramuwisata dan Usaha
Jasa Pramuwisata

59 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Tzin Gangguan | Izin Jasa Konvensi,
perialanan intensif dan
pameran

60 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Jasa Impresariat

61| Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Penyediaan akomodasi
khusus hotel berbintang

62 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Penyediaan angkutan
wisata

63 | Din Kebud & Pariwisata | IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Usaha Kawasan Wisata

64 | Dinas Pendidikan IPPT iMB Izin Gangguan | Izin Pendirian Lembaga
Pendidikar: Kursus

65 | Disnaker, Sos, dan KB | IPPT IMB Izin Gangguan | Izin Penyelenggaraan/
Pendirian Lembaga Latihan
Keria Swasta

SURTIEFT DiRas RIMpraswil Kapupaten Sleman 2005
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- Fﬁrot-“ec perizinan yvang dilalui, secara
_s}um ada dL;a macam, yakni ada yang pen-
anganannya melalui UPTPSA, tetapi ada yang
Eangsun"': ke. instansi teknis, Prosedur yang

__mohmaﬂ izin yang -ditangani oleh UPTPSA

.:'-';f :_"sebenax nya juga melibatkan instansi teknis. Hal
~ini terjadi karena UPTPSA dalam hal ini baru

:_'.:;_'_berposzss_.:s__ebagai front office di bidang
s f'perizina_n-.’ ‘Untuk lebih jelasnya mengenai hal
i dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Y §n‘1‘|'!r“'i|" 2rsguiih |
i
. P L
Femahon . ; Instarssl parigoiak
? P [feknis}
H i A g
: ~a tinsianst pngelaiy
O 2 [retnis?

Zberia%{u untuk penahganan izin, bagi per-

Dari keseturuhan izin yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman,
vang tergolong dalam izin yang ditangani
melalul UPTPSA sebenarnya tidak begitu besar.
Berdasarkan Keputusan Bupati KDH Tingkat II
Staman No. 06 / Kep. KDH / 1999 Tentang
Pembentulkan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan
Satu Atap Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sleman.
Parizinan yang ditarik retribusi:

1. Izin Gangguan (HQ);
Izin Prinsip;
Izin Mendirikan Bangunan;

SN

Perizinan yang tidak ditarik retribusi;
1zin Reklame; '
~Izin Usaha ‘Perkemahan Wisata;
-~ IzinUszha Pehginapan Remaja; =
1zin Usaha Pondok Wisata;
Izin Usaha Restoran;
1zin Usaha Rumah Makan; R
“Izin“Usha Hotel Dengan Tanda Bunga
Melati;
6. Izin Pemilikan dan Pengambilan Air Bawah
Tanah;
7. 1zin Usaha Pertambangan Bahan Gahan
Golongan C '

R BRSNS

Sementara prosedur perizinan yang
lainya langsung ditangani oleh instansi teknis,
artinya dalam hal ini tidak diproses melalui
UPTPSA. Sebagai contoh untuk Izin Usaha
Industri, Tanda Daftar Industri, Surat Izin Usaha
Industri, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda
Daftar Gudang dan sebagainya. Beberapa izin
yang disebutkan tersebut ditangani secara
langsung oleh Kantor Dinas P2KPM (Perdagang-
an, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman
Modal), Pemohon pada saat mengajukan per-
mohonan izin diminta terlebih dahulu meleng-
kapi persyaratan yang diperiukan uniuk masing-
masing jenis izin yang diproses oleh P2KPM,
Prosedur perizinan yang langsung ditangani
oleh P2KPM dapat dilihat dalam bagan berikut:

T T aVER ANGR TSN PECESEaTN,
Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
4, Izin Usaha Kawasan Wisata;

W

o
0y

3 L
£
]

i

,
=3
b

j?’f

5. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
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o - Darj bagan tersebut di atas sebenarnya

_ . tahapan yang dijatani juga masih belum térurari_

"__"_-_-'_secara deta:l Dalam mstans: tekms yang -

. .melakukan pemrosesan izin, di sana dl[akukan
" pemrosesan permohonan itu secara bertahap.

- Permohonan yang masuk diteliti-oleh tim
perizinan, Setelah itu kemudi'an diadakan
pengecekan ke lapangan oleh tim teknis dari
instansi yang bersangkutan bersama-sama
instanst lain yang terkait. Apabila dari penelitian
persyératan dan pengecekan lapangan dinilai
layak untuk diberikan izin maka baru disiapkan
konsep perizinan oleh Kepala Seksi, Apabila dari
Kepala Seksi telah dirasa cukup, lalu naik ke
Kepala Bidang, dari Kepala Bidang latu diajukan
ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.

- Seperti dikatakan oleh Kepala Seksi
Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
P2KPM, “aturan main untuk mengeluarkan izin
itu adalah kewenangan dari pusat didelegasikan
ke Bupati, Bupati mendelegasikan ke Kepala
Dinas, kalau 1 minggu tidak ditandatangani
karena berhalangan maka ditangani oleh Kabag
TU."® Hal seperti itu juga sebenarnya me-
nunjukkan betapa panjangnya birokrasj
pemerintahan dalam memproses perizinan.

Terhadap usulan supaya pemeriksaan
oleh Kepala Seksi langsung diserahkan ke
Kepala Dinas untuk ditandatangani, ternyata
tidak bisa. Seperti dikatakan oleh Kepala Seksi
Perizinan Dinas Trantib, yang menangani Izin

dikemukakan adalah karena peran Kepala Bidang
untuk memeriksa ulang bila ada kesatahan,
sekaligus ikut bertanggung jawab terhadap
pengeluaran izin HO itu. Dari sisi birokrasi; al
ini tentu akan memperpanjang birokrasi. Pe;abat
belum berorientasi ke konsumen. Sementara
panjangnya waktu pelayanan diakui, antara: iam
karena selain untuk pemrosesan permohonan itu
melalui beberapa pejabat, juga karena mas_i_ﬁ_g~
masing pejabat juga kadang tidak ada di temp_ét.
Pejabat yang bersangkutan pun, masing-mas'in_g
tidak hanya mengurusi Izin HO saja. Apabila
dikaitkan dengan usulan UPTPSA untuk
membuka penanganan izin secara langsung di
UPTPSA, ternyata Kepala Seksi perizinan
menolak berkomentar, karena menyangkut
kebijakan itu bukan kewenangan saya. “Saya
hanya sebagai pelaksana, silakan tanya pak
Kepala Dinas."

Dari sisi jenis izin, seperti telah di
singgung di muka yang ditangani secara
langsung oleh instansi teknis iebih banyak.
Untuk itu peran dari instansi teknis yang
berkompeten untuk menangani setiap per-
mohonan izin menjdi begitu penting.

B. Penataan Birckrasi Perizinan
Kegiatan Usaha
Dalam kaitannya dengan investasi di In-
donesia, menurut Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal ada lima hambatan serius.

Ganggian (FU), yang merupakan salah satu
syarat bagi IUI (Izin Usaha Industri) maupun
SIUP {Surat Izin Usaha Perdagangan), bahwa
hai seperti itu tidak mungkin. Alasan yang

Salan satu yang paling krusial adaian lamanya
proses pemberian izin hingga realisasinya yang
memakan waktu lebih dari satu tahun. Bahkan
berdasarkan penelitian Bank Dunia, Warga
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_ ega‘ré' indoﬂ’esia membutuhlkan waktu selama
-151 han, Jzka usahanya berada diJakarta. Akan
i, fkainvestasi itu cii!akukan i dagrah, maka
utuh'waktu ‘tambahan selama 180 hari. Total
IWak&:u yang d|butuhkaa sebanyak 331 hari.
--Apablia yang memmkl mvestas; itu Warga
Nega;a Asmg, maka biasanya bfmkras akan
il _:semakm Iama atau tebih. dan 331 haz UnLuk
S perlu d:perpend@k REAN
Upaya pencrptaan 1klim bisnis yang
i kondusﬁ untuk mempercepat faju perturbuhan
- _-ekonorm nasmna[ -antara:lain diupayakan
- _ dengan memperbalkl ‘kinerja birokrasi peme-
_'nntah Pemerzﬂtah ‘mestinya barubah orientasi
o bukan hanya berwenang mengguﬁahan paradlg—
.;".":ma kekuasaan, melainkan juga sekaligus
-"fsebagal ‘pihak yang paling dianggap ber-
" ‘tanggung jawab terhadap pelavanan masya-
takat. Kinerja aparat pemerintah yang sering
dinilai lamban, takut terhadap kemungkinan
‘Kesalahan dengan sering menungau perintah,
~ mestinya dapat dibenahi, Aparatur pemerintah
' "'tidak_h_anya melihat pada kepentingan kesatuan
"birokraSI melamkan juga meiihat pada
kepentmgan masyarakat yang dilayaninya.
Apabila organisasi pemerintah bertanggung
jawab kepada peldnggannya, maka perilakunya
akan berubah. Ini merupakan titik dongkrak
yang sangat ampuh. Strategi pelanggan
membangun stratégi konsekuensi dengan cara
m‘émaksa organisasi mempeartanggungjawab-

birokrasi pemerintah “di- berbagai Negaré -bada_ _
umumnya dilakukan melalui dua strategi, yakni: '

. periama merevitalisasi kedudukan; peran, dan -

fungsi Z\elembagaan vang men;adl motor
penggerak reformasi admmzbarass _Keciua
menata kembali sistem administrasi Negara
bailt dalam hal struktur, proses, sumber daya
manusia (PNS), - maupun relasi antara l\iegara
dan masyarakat. Strategi vang pertama dapat
dilakukan melalui penguatan peran dan fungsi
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Lembaga Adminitrasi Negara
sebagal motor reformasi administrasi. Karena
itu, kepada kedua lembaga ini harus diberikan
kewenangan yang bersifat kebijakan (policy

- agency) dan juga kewenangan yang ‘bersifat

eksekusi (executing agency). Sementara
menyangkut penataan sistem administrasi
Negara harus merupakan program’yang
terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam bidang—
bidang pembangunan administrasi. Strategi ini
dapat dimulai dari proses perekrutan pegawai,
sistem promosi pegawai berdasarkan kinerja;
perubahan paradigma dan spirit admihis‘{rasi
public, sistem dan besarnya penggajian,
perubahan struktur dan proses kerja, serfa
pengawasan disipliin PNS.2 . 7 '
Uniuk menjawab berbagai p_ersoaian
berkait dengan birokrasi perizinan, di Kabupaten
Sieman dibentuik UPTPSA. Pembentukan
institusi ini adalah dalam rangka meningkatkan

ReTRinerja-bukenanye ke atas e
komandonya tetapl juga kepada pelang-

efisienst ddan efgkaviias aparatur Pemerintah
Daerah dalam pelayanan masyarakat serta
mendorong partisipasi masyarakat dalam

Reformasi administrasi Megara sehagai

pembanguan, sebagaimana diamanatkan oleh
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: _Surat Edaran Menten Da[am Negen i\iomor 503/

bentukan Umt Pelayanan Terpadu Perizman dl

s :Daerah @ Secara feblh rinci: maksud dan tUJuan
o _:'dabentuknya Umt Pelayaﬂan Terpadu Perizinan =

Satu Atap. ini. ada[ah _ L o
'_a._._ --_-Membenkan pelayanan perizinan secara

- Terpadu di satu tempat/ lokasi sesuai
. kewenangan masing-masing instansi;
b..... - Meningkatkan.mutu -dan_produktivitas

-peiaks_é_naar;_.:tugas dan fungsi instansi
— pemeriﬂtah-.di.i}id_ang pelayanan umum;
c...-.-Menderong upaya mengefektifkan sistem
. dan tatalaksana:pelayanan, 'sehingga
+-.. pelayanan perizinan dapat diselenggara-
---kan secara berdayaguna dan ber-
.. hasilguna; - g 4

d.--: :Mendorong serta memacu pertumbuhan
- perekonomian: daerah dan pendapatan

.. .asli daerah. -

- (Pasal 3 Keputusan Bupati Kepala Daerah
ngkat 11 Sleman Nomor:06/Kep.KDH/1999).
Institusi ini berkedudukan sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Daerah dalam penye-
lenggaraan pelayanan perizinan, yang dipimpin
oleh seorang koordinator yang berada di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Bupati. Lembaga ini bertugas membantu Bupati
dalam menyelenggarakan pelayanan umum
pada masyarakat khususnya dalam pemberian
pelayanan perizinan.

‘mengenai jenis izin yang dilayani'm'ei'afui

_ _:'mstansz ini masth terbatas yakni baru 16 3ems
izin, dari lebih 70 jenis izin yang penanganannya
_'men}adl kewenangan Pemerintah Kabupaten

Sleman.: Kelemahan yang lain yakni: p0515| dan
fungsi dari UPTPSA vang lebih menjadi front

office dan penyerah izin saja, belum: men;ad;

unit yangsecara mandiri melakukan pener;ma—
an permohonan dan pengolah/ pemrosesizin.
Jumlah pegawai yang ada di sini juga ma_szh
sangat terbatas. Menurut keterangan:dari
Sekretaris UPTPSA sampai saat ini ada 14
pegawai termasuk satu orang koordinator.
Dalam hal ini pegawai yang bersangkutan masih
berstatus sebagai pegawai darj instansi teknis.
Sistem kerja dan pelayanan perizinan yang ada
sekarang adalah setiap instansi teknis. me-
nempatkan satu orang pegawainya di UPTPSA
untuk menerima berkas dari pemohon.
Kemudian mereka menyampaikan ke instansi
teknisnya untuk kemudian diproses oleh instansi
teknis. Apabila sudah selesai maka akan
ditandatangani oleh Kepala Dinas yang secara
teknis mempunyai kewenangan di bidang
perizinan yang bersangkutan. Sementara untuk
pembayaran retribusinva ada pada UPTPSA,
Pengecekan persyaratan dilakukan mulai di
UPTPSA, kalau sejak di UPTPSA sudah diketahui
adanya kekurangan syarat, maka di sinj
pemohon sudah diminta untuk melengkapi, Se-
mentara kalau persyaratan tersebut diketahui

MesKIp U dalam  TElaran fnormative
menarmpakkan cita yang begitu tinggi yang ingin
diwuivdkan, akan tetapi institusi ini masih
diwarnai oleh berbagai keterbatasan. Misalnya,

masin Kurang pada saal berkas permohonan
sudah sampai di instansi teknis, maka instansi
teknislah yang berhubungan dengan pemohon.?

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka
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: '_3-§.'sebe_na_ifn_ya_ tidak cukup memperpendek proses.
:'.3-;Pe_rnahf_cii_ajukan usulan agar dilakukan per-
. ubahan sistem, akan tetapi belur terwujud. Di

" :_samp_ihgjtq_ juga masih ada instansi teknis yang

. .__-'5'_'bél_unj='m_én_em_p_atkan_ pegawainya di UPTPSA,
seperti misalnya dari P2KPM, baik dari bidang
-3_.Perindu§tr_ian maupun Perdagangan belum
_'menemp_atkan negawainya. Dengan demikian
pemohon TDI (Tanda Daftar Industri), IUI (1zin
Usaha Industri), SIUP (Surat Izin Usaha
Perdagangan} mesti datang langsung ke P2KPM,
Menyangkut mutu layanan perizinan yang
selama ini banyak dikeluhkan, menurut
beberapa nara sumber telah dilakukan beberapa
upaya. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh
Kepala Seksi Registrasi dan Pengendalian
Bidang Perindustrian (P2KPM), bahwa pernah
dilakukan studi banding ke Kabupaten Sragen.
Tetapi nampaknya yang ada i Sleman berbeda
dengan di Sragen. Dia menuturkan: “Sebagai
perbandingan yang kemarin dipeiajari adalah
Kabupaten Sragen. Tetapi di sana TDI sebulan
hanya 1. Tim hanya memberi rekomendasi.”?
Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan apa
yang diberitakan oleh media massa. Menurut
media massa, kecepatan pelayanan perizinan
yang terjadi di Kabupaten Sragen tercermin dari
kepastian waktu yang maksimal hanya 12 hari.
Meskipun pegawai di KPT (Kantor Pelayanan
Terpadu) hanya 30 orang, efektivitas pe-
layanannya tidak bisa disangsikan. KPT Sragen

saat ini sudah 400 daerah yang melakukan studi
banding ke KPT Sragen. KPT Sragen bahkan
pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden
atas pelayanan primanya.® Dari sisi organisatoris
nampaknya memang berbeda aniara apa yang
ada di Kabupaten Sleman dengan apa yang ada
di Kabupaten Sragen. UPTPSA di Kabupaten
Sleman berperan benar-benar sebagai loket
penerima permohonan dan penyerah izin,
sementara KPT di Sragen nampaknya sudah
berperan sebagai unit kerja perizinan yang
menangani perizinan di tempat itu. Kalau jumlah
kabupaten/ kota di Indonesia sekitar 434, maka
berarti lebih dari 80% sudah pernah studi band-
ing ke Sragen.

Sampai saat ini untuk peningkatan
fayanan dilakukan dengan komputerisasi dan
koordinasi. Sementara berkaitan dengan
peningkatan kemampuan personal, diberikan
pembekalan cleh BKD (Badan Kepegawaian
Daerah). Evaluasi kinerja dari aparatur terkait,
dilakukan oleh Ka Dinas, masing-masing seksi
dilakukan tiga bulan sekali.® Dengan demikian,
pemberdayaan aparatur birokrasi yang me-
nangani perizinan juga dilakukan dengan
melibatkan instansi terkait.

IV, ANALISISHASIL PENELITIAN
Hambatan dan Persoalan Dalam
Pepanganan Perizinan Usaha
Berbagai hambatan dan persocalan yang

rrelayantrate-rate-3-925-permobona-izin
perbulan. Selama tahun 2004, KPT Sragen telah
memberikan perizinan dan nonperizinan kepada
43.902 pemohon. Tak mengherankan jika hingaa

ade—di~datanr-peremyemanpertdnar-berkatt
dengan kegiatan usaha, dapat bersumber dari
berbagai hal, vakni: sistem perizinan, masyarakat
pemechon, masyarakat yang tidak mengajukan
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o _ Z:permohonan akan tetapi terkait dengan keglatan

s f-:yang drmohonkan izinnya, a paratur pemermtah

i biaya dan retribusi, serta aturan main yang ada
i A ‘Sistem penzman,
. '1 sistem pengurusan penzman
: melalu: UPTPSA
Pengurusan perizinan yang dilakukan di
'.UPTPSA akan membawa kemudahan yakni
pengajuan permohonan cukup di:satu tempat
'-yakm di UPTPSA. Akan tetapi kalau sampai
ter]adl adanya kekurangan persyaratan maka
- yang akan melakukan hubungan dengan
pemohon izin bukan lagi UPTPSA, melainkan
instansi  teknis. Dengan demikian adanya
UPTPSA yang diharapkan akan menyederhana-
kan ‘proses, justru akan menjadi memper-
panjang proses, karena prosedur penyelesaian
kalau ada permasalahan toh akhirmya langsung
ke instansi teknis.

2. sistem perizinan bertahap/
berlapis;

Pengurusan izin yang berkait dengan
kegiatan ussha dilakukan secara bertahap.
Artinya bahwa permohonan sebuah izin akan
menjadi prasyarat bagi izin yang lain, atau
sebaliknya. Datam hal ini penanganan masing-
masing jenis izin dilakukan oleh instansi vang
berbeda. Sebagai contoh Sehelum TDI ataupun
IUT diajukan ke P2ZKPM, maka yang mesti
ditakukan oleh pemohon adalah mengurus

sebeium itu juga mereka harus mengaju"k'a_'n
permohonan IMB ke Kimpraswil, terh’iéé’ﬁk

- mengurus AMDAL/UKL/UPL ke Kantor Pengendala
~“Dampak. ngkungan dan sebeiumnya ]uga_

mengurus perizinan berupa izin lokasi / TPPT/
atau IPT di Kantor Pengendalian Per’tanah'an
Daerah. Dengan sistem perizinan yang beriébis
ini-memang ada keuntungan yang dapat
diperoleh yakni akan lebih banyak “filter”
terhadap kemungkinan teriadinya kesalahan di
dalam pemberian izin kepada pelaku usaﬁa
Aken tetapi di sini akan teriadi adanya
kelemahan tertentu, yakni: :

Pertama, kalau ada kesalzhan dalam
perizinan sebelumnya maka akan semakin
memperpanjang proses, karena pemchohE harus
mengulang lagi. Misal, izin HO yang dim'ifiki
ternyata hanya untuk usaha di bidang per-
dagangan, padahal kegiatan yang direncanakan
juga untuk memproduksi barang, sehingga
perlu disebutkan dalam Izin HO itu:"untuk
melakukan kegiatan industri.”?* Dengan
demikian sebenarnya periu diketahui oléh:
masyarakat bahwa kalau menghendaki TDI/_
IUI, maka di dalam izin HO harus disebutkan
kegiatan yeng direncanakan adalah produksi
barang dan/ atau iasa.

Kedua, dengan adanya suatu izin sebagai
syarat izin yang lain dan berdiri sebagai izin
pada bidang tertentu, maka akan dapat menjadi
persoalan dalam penegakan hukum. Terutama

Dersyaratan-persyaratan, di mana termasuk ai
antaranya adalah mengurus perizinan yang
dijadikan syarat. Pemohon harus terlebih dahuiu
mengurus izin HO ke Sub Dinas Trantib. Padahal

kalzu int dicaiami per sektor perizinan. Misainya
mereka melakukan pelanggaran karena telah
menimbulkan gangguan dan pelanggaran bagi
lingkungan di sekitarnya. Pertanyaanya, izin mana
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':_::yang mest: dicabut? Berkait dengan gangguan

' i _:*_fmestmya izin HO yang dicabut. Akan tetapi kalau
o SIUP; tidak dlcabut bukankah sebenarnya aktmtas

- '."-'-perdagang 'n masih dapat dilakukan?

3 $i_s_tem peninjauan/

o pg_ngecekan lapangan;

D_ai_afn proses penanganan izin oleh
‘berbagai ‘instansi teknis, setelah permohonan
diterima seringkali diikuti dengan adanya
béninjauan ke tapangan. Dalam hal ini masing-
masing instansi teknis dalam melakukan
peninja'uan ke lapangan menggunakan jadwal
yang poEanya satu dengan vang lain dapat
berbeda beda. Untuk KPPD, peninjauan lokasi
-_c_i_a[akukan_semmggu sekali secara bergilir per

kecamatan.? Ditambahkan oleh Kasubag
Perizinan bahwa Pengecekan ke lapangan
dilakukan 1 minggu sekali. “Karena dalam satu
ha{i itu diselesaikan semua permohonan dari
k_eta_matan yang bersangkutan. Kami merasa 1
klien dengan 10 klien sama saja kok kerjanya,
sehingga lebin menghemat.”#
Hat fain lagi yang terjadi di Dinas Trantib. Untuk
Pengajuan permohonan izin HO, pengecekan/
peninjauan lapangan dilakukan pada hari selasa
dan kamis. Akan tetapi untuk itu periu ditunggu
minimal ada 6 permohonan terlebih dahutu. Hal
ini dimaksudkan untuk mengefisienkan kerja
tim, karena melibatkan tim yvang berasal dari
berbagai instansi.?

tersebut_dipe{par_a_h urttuk rmasing-masing izin
kadang mémerlukan pengecekan sendiri-sendiri.
Padahal msi:ans: yang dilibatkan juga sermgkah
hampir sama.: Artmya suatu instansi dapat
melakukan pengecekan lebih dari satu kali untuk
pemchon vang sama, karena perbedaan
kepentingan izin. Hal tersebut diakui oleh Kabid
Perizinan KPPD, dia méngatakan “kami merasa
1 klien dengan 10 klien sama saja kok kerjanya,
sehingga lebih menghemat. Memang‘kalau dalam
praktek sekarang yang belum dapat dilakukan
adalah efisiensi pemeriksaan. Karena masing-
masing instansi yang menangani izin, kalau
memerlukan pemeriksaan fapangan tetap
mengundang sendiri instansi-instansi lainnya yang
terkait.™0

4. tidak adanya SOP {sfandard
operating system);

Seperti dikatakan oleh Kepala Seksi
Perizinan pada Dinas Kimpraswil, bahwa SOP
(Staniard Operating Procedure) untuk proses
pengurusan IMB, yang menurut Perda No.l
Tahun 1990, waktu pemrosesesan bisa
mencapal 45 hari, diusahakan menjadi 24 hari
sejak dinyatakan lengkap dan benar. Akan tetapi
masih terkendala, karena UPTPSA saat ini baru
sebagai front office/loket masuk; berkas masuk
yang diterima di UPTPSA hanya dilakukan
lengkap secara check /st persyaratan. Teiapi
berkas sah dan henar hanva dapat diketahui

Dari beberapa contoh sistem pengecekan
lapangan yang dilakukan oleh beberapa instansi
tersebut di atas maka jelas akan menimbulkan
persoalan, terutama berkait dengan waktu. Hal

setelah pengkajian di dinas teknis. Sebagai
contoh: karena tanah masih atas nama orang
tua yang sudah aimarhum, harus ada surat
kerelaan dari ahli waris yang lain. Saat masuk di
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o UPTPSA dlhhatsudah ada suratkerelaan fetapi -

setelan dlkaj% ds d[nas tekn;s ternyata isi surat

i ;kerelaan pun_z belum sah karena dan 7.ahli warls '

: "ibaru 4. yan

g Sebagal gambaran dapat dzhhat da%am bagan
benkut

Cuzfish s yiarastsn re haiien gass lenenty,
xf.;amr:a

+ Emm‘sjm isJ (:a.’i} I'f-n %'uv- xmuw

- Pﬂmm vl Baaf  Daus
'PeMmm ?mpé\d h:&z £l daler pegarat
+ Bre g Koo Bhees
- rnh-mﬂr‘gnr@ail F‘P’ WJ} Pl ATEER
i "TEI"

B Pemchonizin;

Kelancaran proses pengurusan izin, antara
lain juga dipengaruhi oleh sikap dan perilaku dari
pemahon sendiri, Misalnya seperti yang
dikemukakan oleh Kepala Seksi Registrasi dan
Pengendalian Bidang Perindustrian  P2KPM,
bahwa hambatan yang kadang dihadapi, adalah:
apabila pelaku usaha tidak di tempat waktu
dilakukan pengecekan lapangan.*

Hambatan yang fain seperti halnya yang
dikatakan cleh Kepala Bidang Perizinan pada
Dinas Kimpraswil, bahwa sebagian masyarakat
kecenderungannya melakukan pelangoaran

i 1emberz kerelaan.3 Hal lam lagl L
o menyaﬂgkut rekomendaa dar1 mstanSI lam

persyaratan tersebut,-atau untuk. m;'n'g»
'-:gambarkan lewat. scseoxang lulusan STM

B '_:ataupuﬂ dan arsitek, . butuh . uang, sehmgga_
_.___terkadang mereka merzsa fak punya IMBt .
'apé Terhadap hal tersebut dia menambahkan

bahwa: “terus terang kami akuj bahwa
pengawasan kami pun belum effektn dan masm
banyak kendala.™ : '

Hal lain mengenai perilaku pemohon juga
disampaikan oleh Kepala Bidang Perizinan KPPD,
bahwa: “masyarakat sering ngapusi, mis_'ail_:nya
mengatakan bahwa tanah tersebut bukan:ta_n_ah
sengketa. Juga sering kali tidak tahy, se:hin_gga
ingin membangun di sembarang tempat. Ada juga
pengembang perumahan, disyaratkan harus
berbentuk PT. tetapi ternyata di da!am ak{e
pendirianya, PT tersebut tidak bergerak di bldang
perumahan. ™ Dia menambahkan “Izin S_e-
benarnya lebih barfungsi sebagai fasi{itatc_r} yang
menjembatani kepentingan masyarakat dan pe-
ngusaha.™ Dari keterangan narasumber tersebut
dapat diketahui bahwa pengetahuan dan
kesadaran si pemohon izin sangatlah dibutuhkan.

. Masyarakat terkait;

Masyarakat yang tidak mengajukan
permohonan akan tetapi terkait dengan kegiatan
yang dimohcnkan izinnya, juga kadang kala
menjadi hambatan dan membawa parmasalahan
tersendiri. Datam hal ini dapal menyangkut
tetangga pemohon izin, misal dalam HO;

karena tidak mau susah-susah. “Misal, untuk IME,
harus ada gambar teknls (apalagi tahan gempa);
vang tentu saja tidak semua crang awam bisa,
sehingga karena merasa sulit untuk memenuhi

penduduk setempat misal dalam IPPT dan izin
fokast menyangkut kompleks perurmahan yang
harus menvyediakan sarana public berupa
makam; dan sebagainya. Seperti dikatakan oleh
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O ::;’Bambéhgi dari Bagian Pengendalian Data dan

. _-_3'-'Informas: BPPD,, bahwa Hambatan yang ter;ad:
adang persetu;uan tetangga: sulit, padahal

se'iam izin: pengermgan perlu persetu;uan

_' : __.te’cangga" Perumahan yang memerlukan makam
._.._;.__s_qslaizsam perumahan dltolak, termasuk

. : _'pennohdr_xé_n yang tidak sesuai dengan tata ruang,
;-_seh}ngga. ‘permohonan ditolak. Kalau ada
- permohonan, di mana sosialisasi ditolak, padahal
- jangka waktu untuk mengurus izin itu hanya satu
' “tahun, maka mesti mengajukan permohonan izin
baru.* Hal senada juga disampaikan oleh Kepala
Bidang Perizinan pada KPPD, yang mengatakan
:bahwa: “seringkali masyarakat rewel, ketika ada
“:yang mau mendirikan bangunan kemudian
_dilakukan demo massa. Masyarakat, kadang kala
juga ingin bekerja pada kegiatan usaha yang akan
didirikan.  Sehingga pengusaha mesti me-
nampung mereka seperti bina lingkungan”,

- D. Aparatur sendiri, dan instansi
. faing

Jumlah personil yang terbatas, seperti
halnya yang ada di UPTPSA di mana menangani
beban pekerjaan yang kadang banyak menjadi
salah satu penghambat lancarnya pengurusan
perizinan, Dengan jumlah karyawan 14 orang
termasuk koordinatornya, di mana masing-
masing instansi teknis hanya menempatkan 1
orang pegawai df,situ, maka praktis setiap
pegawai melakukan pekerjaan administratif di

; _pegaWai, akan tetapi juga menyangkut jabatan
- yang lowong dan rangkap. Seperti misalnya di
: PZKPM untuk pengolahan data sébehamya cukup

2-3 har: sudah siap tanda tangan, -gkan tetapi

.sekarang Kepala P2KPM dirangkap oleh Kepala

Dinas Kehtttanan, ‘
Haljain berkaitan dengan pénanganan
permohonan izin adalah adanya kemungkinan
benturan dengan instansi lain, Sebagai contoh
seperti yang dikatakan oleh nara sumber dari
Ba'gian Pengendalian Data dan Informasi BPPD.
Dia mengatakan kadang kala untuk suatu
permchonan izin, dari tata ruang sudah tidak
ada masaizh tetapi desa menolak karena

- mempunyai pertimbangan tersendiri, Untuk itu
rapat tim teknis perlu dilakukan. Ada vang

permohonan izin itu diterima dan dikabulkan,
tetapi ada yang ditolak.?

E. Biayadan Retribusi;

Untuk pengurusan izin adakalanya
diperliukan adanya biaya dan retribusi. Tidak
semua perizinan dikenakan retribusi kepada
pemohonnya.

Akan tetapi perlu diingat bahwa terhadap
permohonan izin yang tidak dikenakan retribusi,
bukan berarti si pemchon sama- sekali tidak
mengeluarkan biaya. Mereka juga mesti
mengeluarkan biaya tertentu, misainya untuk
mendirikan Usaha Hotel dengan Tanda Bunga
Melati, mereka fetap memerlukan IMB. Padahal

UPTPSA-derrsekaligus-renghim berkas ke
instansi teknis asalnya. Hal seperti itu tentu dapat
menjadi salah satu hambatan. Persoalan dari
aparatur bukan hanya menyangkut soal jumiah

untuk dapat memperoleh IMB mereka juga untuk
membuat gambar dan rencana bangunan, di
mana kalau yang bersangkutan tidak dapat
meanggambar sendiri mesti minta digambarkan
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'-_'.-oleh Iu]usan STM atau seorang arsntek Di sini

B mesti kelua: b:aya Beium Iags IMB nya Juga tetap
e _-ftarkena retnbusn Lain. !agl dengan Izm Usaha: -
e Perkebunan yang tidak dakenakan retnbu’_ cakan
:tetapl biaya pemenksaan !apangan datanggung

pemohon

_ .r-:;:,%F-Sarana.pendukung;. _

- Di dalam ‘melaksanakan proses-pe-
-nanganan terhadap permohonan izin, dipér_lu-
karé.iadanya dukungan sarana dan ‘prasarana
yang memadai. Tanpa itu maka jelas ékan
~mempersulit proses penanganan. Sebagai
contoh untuk melakukan pengecekan lapangan.
Dalam rangka pengecekan iapangan mesti ada
sarana:transportasi yang memadai. Menurut
Kepala Seksi Registrasi dan Pengendalian
Bidang Perindustrian P2KPM, pihaknya
mengalami hambatan di dalam pelaksanaan
tugas pekerjaannya, karena kendaraan hanya
ada 1 unit, sehingga sering memakai kendaraan
sendiri.®® Menyikapi kenyataan seperti itu,
memang seyogyanya ditakukan inventarisasi
permasalahan dan sekaligus upaya peme-
cahannya oleh instansi yang bersangkutan.

. Benturan ketentuan;

Adanya benturan ketentuan juga menjadi
hal yang mengganggu di dalam proses pe-
ngurusan izin. Dan hal tersebut justru kadang
kala “dimanfaatkan” oleh pihak tertentu.

untuk jual beli kapling/ perumahan harus melalui
IPT(Izin 'Pemanfaatan Tanah). Hal ini méfugfika'n

: _konsumen, karena konsumen yang mau mmta
-:;IMB tldak bisa dzlayam Ada Perda No. 19 Tahun

' _'-2001 yang menentukan bahwa apabila. daiam 1

unit lokast ada lebih dari 4 unit rumah/ ka_p_h_ng
harus ada IPT. Sehingga banyak kasus peme_c_j_ah

kapling yang tidak mau IPT menelantarkan

pembeli. Pelanggaran memang muncul karena
ada peraturan, Kalau iidak ada peraturan_'__'t_ak
akan ada pelanggaran. Namun kembali seperti
di atas bahwa peraturan ada untuk pengaturan
dan pengendalian.’® Hal senada juga dikatakan
oleh Kepala Bidang Perizinan KPPD, sehingga
koordinasi mesti dilakukan antara instansinya
(KPPD) dengan Kantor Pertanahan.®

Y, KESIMPULAN DANREKOMENDAST -
A, Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah

ditakukan, mengenai upaya pemerintah daerah

dalam penanganan perizinan berkait dengan
kegiatan usaha di kabupaien sleman, dapat
ditarik beberapa simpulan. :

1. Dari sisi prosedural, penanganan per-
izinan di Kabupaten Sleman secara urnum
dilakukan melaiui dua jalur, yakni ada
yang ditangani oleh UPTPSA, dan ada pula
yang ditangani fangsung oleh instansi
teknis.

2 Untuk mengoptimalkan kinerja pegawai

Sebagai conioh adalah tindakan mensiasali yang
dilakukan oleh masyarakat: mereka mencoba
berdalih bagi waris untuk pecah sertifikat, namun
setelah itu kapling diperjual belikan. Padahal

vang menangani perizinan di Kabupaten
Sieman dilakukan penataan. Hal ini
difakukan dengan melakukan serangkaian
koordinasi, termasuk pula mengadakan
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- '-"st_tj'di ‘banding ke luar daerah, yang
. dimaksudkan untuk memberikan dorongan
a'hf__motivasi sekaligus mencari referens

S _-.'-p_ér_i__z'inan dapat berjalan secara optimal.
3.+ "Hambatan dan permasalahan yang ada
i dé!_éam penanganan perizinan meliputi
berbagai hal, yakni menyangkut sistem
perizinan; dari pemohon izin sendiri; dari
masyarakat sekitar kegiatan; aparatur
pemerintah daergh dan instansi lain yang
terkait; biaya perizinan dan retribusi;
benturan pengaturan, sehingga mem-
bawa implikasi kewenangan penanganan
dan menghambat dalam pemrosesan
izin,

B, Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan beberapa temuan yang ada
dalam penelitian ini, yang berupa persoalan dan
hambatan dalam penanganan perizinan berkait
dengan kegiatan usaha, maka dapat diajitkan
beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu perbaikan sistem penanganan
perizinan, baik mengenai sistem kerja
UPTPSA di mana posisinya lebih diper-
baiki, tidek hanya menjadi penerima
permohonan dan penyerah izin, termasuk
permohonan izin bertahap.

2.  Pengecekan dilakukan tidak berulang-
ulang. Artinya dalam hal ini untuk

sehingga kinerja pegawal yang menangani,

- SIUR/TDR/TDG. maupun keperluan izin
. yang lain ‘dengan melibatkan instansi-
‘. instansi yang berkompeten -+
. “Perlu adanya SOP (standard operating

system) dalam pelayanan - public me-
nyangkl}t permchonan, Uniuk itu periu
ditetapkan dalam ketentuan umum
Hukum Administrasi, yang semoga dapat
segera dibentuk.

Perlu penyadaran kepada masyarakat

pelaku kegiatan, sebagai pemohon izin:

agar bersikap proaktif, dan sekaligus
menyadari posisinya sebagai pemohon
vang mestinya lebih mendukung ke-
lancaran pemrosesan izin. Selain itu juga
penyuluhan bagi masyarakat untuk
memenuhi kewajiban perizinan sebelum
melakukan kegiatan usaha.

Kepada masyarakat yang berada di
sekitar lokasi kegiatan perlu adanya
penyadaran. Mereka mesti menyadari
bahwa aktivitas usaha yang dilakukan/
dibuka di sekitar tempat mereka berada
akan membawa dampak tertentu vang
tidak jarang menguntungkan. Akan tetapi
juga perlu disadart oleh pelaku kegiatan,
agar tidak sematinya sendiri mengabaikan
kepentingan bersama, baik menyangkut
konsumen maupun masyarakat setempat.
Akses public terhadap perumahan misal-
nya, mesti harus disediakan oleh pe-

pengecekan itu dapat dilakukan sekal saja
secara komprehensif, Baik untuk IPPT/IPT/
Izin Lokasi, untuk AMDAL/UKL/UPL, untuk
IMB, uniuk HO, untuk TDI/IUT ataupun

ngembang.

Peningkatan mutu layanan yang dilakukan
oleh aparatur pemerintah daerah tetap
perlu dilakukan dengan pemenuhan
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- : Jumlah pegawa1 proporsmnaldengan load - T .Persoalan benturan pengaturan dl dalém

'r.-f._."'Deker}aan, kcorcimas: dalam tim ‘kerja, . - . perizinan perlu. untukduumuskan peme-.
'-_pembenan motrvaSI sekallgus__ e '__-_:_ﬁ-.---'-_cahanya ‘Perumusan pemecahan dapat
mencrptakan kllm kerJa yang kondusnf T '-ffdlkoordmasnkancmtaa instansi terkalt, dan
i Koordmas dengan instanst. lam yang' oo sekaligus juga kemungkinan un_tu_k r_n_e_ngm
terka;t dengan persoaian perizinan mesti -+ atasi-akar. permasalahanya, -yakni per-
harus dilakukan agar: permohenan izin “...:ubahan terhadap peraturan vang. saimg
-_:_'dapatd_xprc_}_ses denganbaik. - - . -berbenturan jtu.s. S
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